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KATA  PENGANTAR 

 

Puji Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan ridha-

Nya, sehingga kita dapat melaksanakan tugas sehari-hari sebagaimana mestinya, dan 

juga Mahkamah Syar’iyah Meureudu dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) tahun 2020. Salawat dan beriring salam disampaikan kepada Nabi 

Muhammad SAW yang telah merubah pola pikir umat manusia dari alam kejahilan 

kepada alam yang berilmu pengetahuan. 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Mahkamah Syar’iyah 

Meureudu tahun 2020 ini dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud 

oleh surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI  Nomor 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020, 

tanggal 27 Nopember 2020, sesuai Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 Tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 

2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Mahkamah Syar’iyah Meureudu 

telah melaksanakan penyusunan LKjIP tahun 2020 dan Dokumen Perjanjian Kinerja 

Tahun 2021.  

LKjIP Mahkamah Syar’iyah Meureudu tahun 2020 dibuat sebagai laporan 

pelaksanaan tugas, bahan evaluasi, capaian kinerja, dan pencapaian indikator kinerja 

utama tahun 2020 serta perjanjian kinerja tahun 2020 sebagai bentuk 

pertanggungjawaban Mahkamah Syar’iyah Meureudu dalam mewujudkan cita-citanya 

yang sesuai dengan visi Mahkamah Syar’iyah Meureudu yaitu “ Terwujudnya 

Mahkamah Syar’iyah Meureudu Yang Agung” 
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Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP ini masih terdapat kekurangan 

dan jauh dari sempurna oleh karena itu saran dan kritik dari semua pihak, terutama 

dari Mahkamah Syar’iyah Aceh sangat kami harapkan demi kesempurnaan 

penyusunan laporan di masa mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan 

petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan 

pengabdian kepada agama, nusa dan bangsa. Amin. 

 

      Meureudu, 04 Januari 2021 

Ketua Mahkamah Syar’iyah Meureudu 

 

 

 

 

 

      ABDURRAHMAN ALWI, S.HI.,M.H 

      NIP. 198400715 200604 1 002 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Mahkamah Syar’iyah Meureudu mempunyai tugas dan peran yang strategis 

dalam melaksanakan tugas yustisial dan administratif dalam wilayah hukum 

Kabupaten Pidie Jaya, untuk itu seluruh program kerja Mahkamah Syar’iyah 

Meuereudu didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, target kinerja yang telah 

ditetapkan dalam rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang 

sebagai penjabaran dari program Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. 

Dalam rangka pelaksanakan visi, misi dan rencana strategis Mahkamah 

Syar’iyah Meuereudu secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan, telah 

ditetapkan 4 (empat) tujuan, 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 

2020. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis yang 

ditetapkan dalam penetapan/perjanjian kinerja tahun 2020 terdapat 4 (empat) sasaran 

strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (100% atau lebih). 

Secara keseluruhan tingkat pencapaian Mahkamah Syar’iyah Meureudu adalah 

sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen). Rincian capaian kinerja masing-masing 

indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut : 
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PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020 

MAHKAMAH SYAR’IYAH MEUREUDU 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1.   Terwujudnya Proses 

Peradilan yang Pasti, 

Transparan, dan Akuntabel 

Persentase Sisa Perkara Perdata Agama 

yang diselesaikan 

100% 

2.    Persentase Perkara Perdata Agama 

yang diselesaikan Tepat Waktu 

100% 

3.    Persentase Perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum Banding 

99% 

4.    Persentase Perkara Yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 

100% 

5.    Persentase perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum 

Peninjauan Kembali 

100% 

6.    Index Kepuasan Pencari Keadilan 100% 

7.   Peningkatan Efektivitas 

Pengelolaan Penyelesaian 

Perkara 

Persentase Salinan Putusan Perkara 

Perdata yang dikirim kepada Para 

Pihak tepat waktu 

100% 

8.    Persentase Perkara yang Diselesaikan 

Melalui Mediasi 

60% 

9.    Persentase Berkas Perkara yang 

Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK 

yang Diajukan Secara Lengkap dan 

Tepat Waktu 

100% 

10.    Persentase Putusan Perkara yang 

Menarik Perhatian Masyarakat yang 

Dapat Diakses Secara Online dalam 

Waktu 1 Hari Setelah Putus 

100% 

11.   Meningkatnya Akses 

Peradilan bagi Masyarakat 

Miskin dan Terpinggirkan 

Persentase Perkara Prodeo yang 

Diselesaikan 

100% 
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12.    Persentase Perkara yang Diselesaikan 

di Luar Gedung Pengadilan 

100% 

13.    Persentase Pencari Keadilan Golongan 

Tertentu yang Mendapat Layanan 

Bantuan Hukum (Posbakum) 

0% 

14.    Persentase Perkara Permohonan 

(voluntair) Identitas Hukum 

100% 

15.   Meningkatnya Kepatuhan 

terhadap Putusan Pengadilan 

Persentase Putusan Perkara Perdata 

yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) 

100% 

16.   Terwujudnya Proses 

Peradilan yang Pasti, 

Transparan, dan Akuntabel 

Persentase Sisa Perkara Jinayat yang 

Diselesaikan 

100% 

17.    Persentase Perkara Jinayat yang 

Diselesaikan Tepat Waktu 

100% 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen bahwa “Kekuasaan Kehakiman 

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada 

dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, 

lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh 

Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya BAB IX tentang Kekuasaan 

Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian 

tersebut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. 

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai 

organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang- 

Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing – masing”. 

Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang dinamakan 

dengan peradilan satu atap (One Roof System). Sebagai realisasi dari pasal tersebut 

terbentuklah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua 

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

Sebagai lembaga pemerintah, Mahkamah Syar’iyah Meureudu merupakan 

Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini 

juga menjadi tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang 



 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 2 

 

 

 

diamanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. 

Kewajiban tersebut dijabarkan dalam menyiapkan, menyusun dan menyampaikan 

laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja 

dimaksudkan untuk mengkonsumsi capaian kinerja Mahkamah Syar’iyah 

Meureudu dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian 

tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja 

yang dicapainya. 

Sejalan dengan kebijakan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI 

yang telah mencanangkan 7 ( tujuh ) faktor penting sebagai perwujudan 

pelaksanaan reformasi birokrasi dengan perincian sebagai berikut: 

1.  Penyelesaian perkara tepat waktu (sesuai SOP ); 

2.  Pengelolaan dan peningkatan manajemen SDM; 

3.  Pengelolaan website untuk keterbukaan informasi; 

4.  Implementasi SIPP dalam proses penyelesaian perkara; 

5.  Tersedianya meja informasi dan pengaduan; 

6.  Justice for All dengan program Prodeo untuk masyarakat miskin; 

7.  Pelaksanaan Sidang diluar Gedung Pengadilan. 

Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pasal 3 dinyatakan 

bahwa Asas-Asas Umum Penyelenggara Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, 

Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas 

Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan good governance diperlukan 

prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya 

tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektif serta 



 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 3 

 

 

 

profesionalisme. 

Akuntabilitas merupakan azas dalam penyelenggaraan tata pemerintahan 

yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance), 

yang dapat didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban organisasi untuk 

mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, 

anggaran dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas dapat 

diuraikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dari 

tindakan seseorang atau lembaga kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk 

meminta jawaban atau keterangan dari orang atau lembaga yang telah diberikan 

wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu. Penyusunan Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Syar’iyah Meureudu ini adalah 

merupakan kewajiban yang dilaksanakan setiap awal tahun sebagai cerminan 

sejauh mana pencapaian pelaksanaan kinerja dan hambatan-hambatan yang 

dihadapi selama tahun pelaporan. 

  

B. TUGAS DAN FUNGSI 

Mahkamah Syar’iyah Meureudu sebagai lembaga peradilan yang 

melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum 

Kabupaten Pidie Jaya, mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili 

dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana di atur dalam 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Mahkamah Syar’iyah 

Meureudu bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan 

Mahkamah Syar’iyah Meuereudu dalam tingkat pertama. 
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Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Mahkamah Syar’iyah Meureudu 

mempunyai fungsi sebagai berikut:  

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial perkara pada tingkat pertama dalam 

wilayah kabupaten Pidie Jaya; 

2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara tingkat pertama dan 

administrasi peradilan lainnya; 

3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam 

pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana 

diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang 

perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama; 

4. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di 

Mahkamah Syar’iyah Meuereudu. 

 

C. STRUKTUR ORGANISASI 

Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang -Undang Nomor 7 tahun 

1989, disebutkan Susunan Mahkamah Syar’iyah terdiri dari Pimpinan, Hakim 

Anggota, Panitera/Sekretaris dan Jurusita, sedangkan dalam pasal 9 ayat (2) 

dijelaskan bahwa susunan Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang terdiri dari 

Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera dan Sekretaris, sedangkan di dalam pasal 10 

ayat (2) menyebutkan Pimpinan Mahkamah Syar’iyah Meureudu terdiri dari 

seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Dalam Pasal 26 ayat (3) disebutkan 

bahwa dalam melaksanakan tugasnya Panitera Mahkamah Syar’iyah Meureudu 

dibantu oleh beberapa Panitera Muda, dan beberapa orang Panitera Pengganti. 

Dalam ketentuan pasal 44 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 44 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yakni Panitera Pengadilan tidak 
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merangkap Sekretaris Pengadilan. Dengan adanya PERMA Nomor 7 Tahun 2015 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, 

dimana terjadi pemisahan antara Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Berdasarkan 

Pasal 165 Panitera dibantu oleh Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda 

Gugatan, Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Jinayah. Berdasarkan Pasal 

325 Sekretaris dibantu oleh Sub. Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan 

Pelaporan, Sub. Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana dan Sub. 

Bagian Umum dan Keuangan. 

1. Ketua 

2. Fungsional Hakim/Hakim 

3. Panitera 

4. Sekretaris 

5. Panitera Muda Hukum 

6. Panitera Muda Gugatan 

7. Panitera Muda Permohonan 

8. Panitera Muda Jinayat 

9. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan 

10. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 

11. Kepala Sub Bagian Kepegawaian 

12. Panitera Pengganti 

13. Jurusita Pengganti 

14. Staf/Bendahara 

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Mahkamah Syar’iyah Meureudu 

dapat dilihat sebagai berikut : 
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D. SISTEMATIKA PENYAJIAN 

Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja Mahkamah Syar’iyah 

Meureudu selama tahun 2020. Capaian kinerja (performance results) tersebut 

diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) sebagai tolak ukur 

keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana 

kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja 

(performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Uraian singkat masing-

masing bab adalah sebagai berikut: 

BAB I  : Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan fungsi 

serta sistematika penyajian; 

BAB II : Perencanaan dan Perjanjian kinerja menjelaskan mengenai rencana 

stratejik termasuk didalamnya visi-misi, tujuan dan sasaran strategis 

dan program utama kegiatan pokok, rencana kinerja tahunan serta 

perjanjian kinerja; 
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BAB III : Akuntabilitas Kinerja menjelaskan hasil pengukuran kinerja, evaluasi 

dan analisis akuntabilitas kinerja; 

BAB IV : Penutup menjelaskan kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024 

Rencana Strategis Mahkamah Syar’iyah Meureudu Tahun 2020-2024 

merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-

tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, 

penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan 

peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. 

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai 

pedoman dan tolok ukur kinerja Mahkamah Syar’iyah Meureudu diselaraskan 

dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan 

pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka 

Panjang dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035 dan 

Pembangunan Jangka menengah (PJM) tahun 202-2024, sebagai pedoman dan 

pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam 

pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. 

Visi merupakan gambaran menantang keadaan masa depan yang berisikan 

cita-cita atau tujuan hukum (rechtsidea) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan 

dengan pandangan ke depan menyangkut kemana Mahkamah Syar’iyah 

Meuereudu akan dibawa dan diarahkan untuk berkarya secara konsisten, eksis, 

antisipatif, inovatif dan needed (dibutuhkan) oleh masyarakat 

(stakeholder/justitiabelen).  

1. VISI DAN MISI 

Visi adalah suatu gambaran yang menantang keadaan masa depan yang 

diinginkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar’iyah Meureudu. 
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Adapun visi Mahkamah Syar’iyah Meureudu  adalah :” Terwujudnya 

Mahkamah Syar’iyah Meureudu yang Agung” 

Visi Mahkamah Syar’iyah Meureudu merupakan kondisi yang diharapkan 

dapat memotivasi seluruh aparatur Mahkamah Syar’iyah Meureudu dalam 

melaksanakan aktivitas. Berdasarkan visi yang telah ditetapkan tersebut, maka 

ditetapkan beberapa misi Mahkamah Syar’iyah Meuereudu yang dirumuskan 

dalam upaya mewujudkan Mahkamah Syar’iyah yang luhur, kemuliaan, dan 

kemandiriaan, difokuskan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan 

peradilan yakni menerima, mengadili, memutuskan dan  menyelesaikan suatu 

perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 

1945, dengan didasari keadilan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.  

Misi  adalah sesuatu yang harus diemban atau dilakanakan sesuai dengan 

visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud 

dengan baik. Misi Mahkamah Syar’iyah adalah: 

a. Menjaga kemandirian badan peradilan; 

b. Memberi pelayanan hokum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 

c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan 

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.  

 

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, Mahkamah Syar’iyah 

Meureudu menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi sebagai berikut:  
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No Sasaran Strategis 

1 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel 

1. Peningkatan Persentase Sisa perkara perdata agama yang diselesaikan 

2. Peningkatan Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat 

waktu. 

3. Peningkatan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

banding 

4. Peningkatan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

kasasi 

5. Peningkatan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

peninjauan kembali 

6. Peningkatan Index responden pencari keadilan yang puas terhadap 

layanan peradilan 

2 

 

Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

1. Peningkatan persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat 

waktu 

2. Peningkatan persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 

3. Peningkatan persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, 

dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu 

4. Peningkatan persentase putusan perkara yang menarik perhatian 

masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah 

diputus 

3 Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 

1. Peningkatan persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 

2. Peningkatan persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung 

pengadilan 

3. Peningkatan persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat 

layanan bantuan hukum. 

4. Peningkatan perkara permohonan (voluntair) identitas hukum 

4 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan 

1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 

5 Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel 
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1. Peningkatan persentase sisa perkara jinayat yang diselesaikan 

2. Peningkatan perkara jinayat yang diselesaikan tepat waktu 

 

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA  

Mahkamah Syar’iyah Meureudu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama 

(IKU) sebagai ukur keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi 

sebagaimana tetuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar’iyah 

Meureudu Nomor : W1-A13/79/KU.01.2/1/2020 tanggal 04 Januari 2021. 

Adapun Indikator Utama (IKU) Mahkamah Syar’iyah Meureudu tahun 2020 

adalah sebagai berikut : 
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NO 
KINERJA 

UTAMA 

INDIKATOR 

KINERJA 
PENJELASAN 

PENANGGUNG 

JAWAB 

SUMBER 

DATA 

1.  Terwujudnya 

Proses 

Peradilan yang 

Pasti, 

Transparan dan 

Akuntabel 

Persentase Sisa 

Perkara Perdata 

Agama yang 

diselesaikan  

 

Jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan 

100% 

Jumlah sisa perkara perdata agama yang harus diselesaikan 

 

11 : 11 x 100 = 100% 

Catatan : 

• Sisa perkara Perdata agama adalah perkara perdata agama yang belum selesai 

pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata agama tahun 

sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah 

jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE 

KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan 

Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 

2.   Persentase Perkara 

Perdata Agama yang 

diselesaikan Tepat 

Waktu  

 

Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu 

100% 

Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan 

 

371 : 374 x 100 = 99,19% 

Catatan : 

• Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada bulan 

berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 
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waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 

2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat 

banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 

3.   Persentase Perkara 

yang Tidak 

Mengajukan Upaya 

Hukum Banding

  

 

Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 

Banding 
100% 

Jumlah Perkara Diputus 

 

370 : 374 x 100% = 98,93% 

Catatan : 

• Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan 

upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka 

waktu triwulanan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator 

ini diinput dalam jangka waktu triwulan. 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 

4.   Persentase Perkara 

Yang Tidak 

Mengajukan Upaya 

Hukum Kasasi  

 

Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi 

100% 

Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan 

 

373 : 374 x 100% = 99.73% 

Catatan : 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 
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• Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan 

upaya hukum kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka 

waktu triwulanan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum kasasi dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini 

diinput dalam jangka waktu triwulan. 

5.   Persentase perkara 

yang Tidak 

Mengajukan Upaya 

Hukum Peninjauan 

Kembali  

 

Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya 

Hukum Peninjauan Kembali 
100% 

Jumlah Perkara yang Telah Diputus 

 

374 : 374 x 100% = 100% 

Catatan : 

• Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan 

upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus 

pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini 

diinput dalam jangka waktu tahunan. 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 

6.   Index Kepuasan 

Pencari Keadilan

  

 

Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan 

Peradilan 
100% 

Jumlah Responden Pencari Keadilan 

 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 



 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 15 

 

 

 

95 : 100 x 100%  

Catatan : 

• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan Publik 

7.  Peningkatan 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian 

Perkara 

Persentase Salinan 

Putusan Perkara 

Perdata yang dikirim 

kepada Para Pihak 

tepat waktu  

 

Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para 

Pihak tepat waktu 
100% 

Jumlah Perkara Perdata yang Diputus 

 

374 : 374 x 100% = 100% 

Catatan : 

• Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran 

Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 

tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 

8.   Persentase Perkara 

yang Diselesaikan 

Melalui Mediasi

  

 

Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi 

100% 

Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi 

 

3 : 56 x 100% = 5,35% 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 
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Catatan : 

• Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 

9.   Persentase Berkas 

Perkara yang 

Dimohonkan Banding, 

Kasasi, dan PK yang 

Diajukan Secara 

Lengkap dan Tepat 

Waktu  

 

Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK 

yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu 
100% 

Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK 

 

5 : 5 x 100% = 100% 

 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 
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C. RENCANA KINERJA TAHUN 2020 

Rencana Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang 

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam 

rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang 

dikelolanya. Tujuan khusus Rencana Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan 

akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara 

penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar pemikiran 

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak 

ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur sebagai dasar pemberian reward 

atau penghargaan dan sanksi.  

Rencana kinerja Mahkamah Syar’iyah Meureudu yang telah dibuat pada tahun 

2020 sebagai berikut: 

 

NO 
SASARAN 

PROGRAM/KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 2 3 4 

1. Terwujudnya Proses Peradilan 

yang Pasti, Transparan dan 

Akuntabel 

 

 

 

Persentase sisa perkara yang 

diselesaikan : 

- Perdata 

- Jinayah 

 

100 % 

Persentase perkara : 

- Perdata 

- Jinayah 

Yang diselesaikan tepat waktu 

 

100 % 

Persentase penurunan sisa perkara: 

- Perdata 

- Jinayah 

 

100 % 
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Persentase perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum : 

• Banding 

• Kasasi 

• PK 

 

100 % 

Index responden pencari keadilan 

yang puas terhadap layanan 

peradilan 

 

100 % 

 

2. Peningkatan Efektivitas 

Pengelolaan Penyelesaian 

Perkara  

Persentase isi putusan yang 

diterima oleh para pihak tepat 

waktu  

 

100 % 

.  

 

Persentase perkara yang 

diselesaikan melalui mediasi 

 

60 % 

  Persentase putusan perkara yang 

menarik perhatian masyarakat 

yang dapat diakses secara online 

dalam waktu 1 hari putus 

 

 

100% 

3. 
Meningkatnya Akses Peradilan 

bagi Masyarakat Miskin dan 

Terpinggirkan 

 

 

Persentase perkara prodeo yang 

diselesaikan 

 

100 % 

Persentase perkara yang 

diselesaikan di luar gedung 

pengadilan 

 

100% 

Persentase pencari keadilan 

golongan tertentu yang mendapat 

layanan bantuan hukum 

(Posbakum) 

 

100 % 
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4. Meningkatnya Kepatuhan 

Terhadap Putusan Pengadilan 

Persentase putusan perkara perdata 

yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 

 

100 % 

 

 

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang 

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam 

rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang 

dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan 

akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar 

penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Mahkamah Syar’iyah 

Meureudu, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. 

Penetapan Kinerja Mahkamah Syar’iyah Meureudu yang telah dibuat dan 

ditandatangani pada tahun 2020 sebagai berikut: 
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LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 

NO.WI-A13/100/OT.01.1/I/2020 

Mahkamah Syar'iyah Meureudu 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1.  Terwujudnya Proses 

Peradilan yang Pasti, 

Transparan, dan Akuntabel 

Persentase Sisa Perkara Perdata 

Agama yang diselesaikan 

100% 

2.   Persentase Perkara Perdata Agama 

yang diselesaikan Tepat Waktu 

100% 

3.   Persentase Perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum Banding 

99% 

4.   Persentase Perkara Yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 

100% 

5.   Persentase perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum 

Peninjauan Kembali 

100% 

6.   Index Kepuasan Pencari Keadilan 100% 

7.  Peningkatan Efektivitas 

Pengelolaan Penyelesaian 

Perkara 

Persentase Salinan Putusan Perkara 

Perdata yang dikirim kepada Para 

Pihak tepat waktu 

100% 

8.   Persentase Perkara yang 

Diselesaikan Melalui Mediasi 

60% 

9.   Persentase Berkas Perkara yang 

Dimohonkan Banding, Kasasi, dan 

PK yang Diajukan Secara Lengkap 

dan Tepat Waktu 

100% 

10.   Persentase Putusan Perkara yang 

Menarik Perhatian Masyarakat yang 

Dapat Diakses Secara Online dalam 

Waktu 1 Hari Setelah Putus 

100% 
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11.  Meningkatnya Akses 

Peradilan bagi Masyarakat 

Miskin dan Terpinggirkan 

Persentase Perkara Prodeo yang 

Diselesaikan 

100% 

12.   Persentase Perkara yang 

Diselesaikan di Luar Gedung 

Pengadilan 

100% 

13.   Persentase Pencari Keadilan 

Golongan Tertentu yang Mendapat 

Layanan Bantuan Hukum 

(Posbakum) 

0% 

14.   Persentase Perkara Permohonan 

(voluntair) Identitas Hukum 

100% 

15.  Meningkatnya Kepatuhan 

terhadap Putusan 

Pengadilan 

Persentase Putusan Perkara Perdata 

yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) 

100% 

16.  Terwujudnya Proses 

Peradilan yang Pasti, 

Transparan, dan Akuntabel 

Persentase Sisa Perkara Jinayat yang 

Diselesaikan 

100% 

17.   Persentase Perkara Jinayat yang 

Diselesaikan Tepat Waktu 

100% 

 
 Kegiatan Anggaran 

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan 

Keuangan Badan Urusan Administrasi 

Rp. 3.204.128.000,- 

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di 

Lingkungan Mahkamah Agung 

Rp. 25.000.000,- 

3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Rp. 28.050.000,- 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Pengukuran kinerja Mahkamah Syar’iyah Meureudu tahun 2020 dilakukan 

dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator 

kinerja. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

SASARAN STRATEGIS 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

1.   Terwujudnya Proses 

Peradilan yang Pasti, 

Transparan, dan 

Akuntabel 

Persentase Sisa Perkara Perdata 

Agama yang diselesaikan 

100% 100% 100% 

2.   Persentase Perkara Perdata 

Agama yang diselesaikan Tepat 

Waktu 

100% 99,19% 99,19% 

3.    Persentase Perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum 

Banding 

99% 98,93% 98,93% 

4.    Persentase Perkara Yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum 

Kasasi 

100% 99,73% 99,73% 

5.    Persentase perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum 

Peninjauan Kembali 

100% 100% 100% 

6.    Index Kepuasan Pencari 

Keadilan 

100% 95% 95% 

7.   Peningkatan Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian Perkara 

Persentase Salinan Putusan 

Perkara Perdata yang dikirim 

kepada Para Pihak tepat waktu 

100% 100% 100% 
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8.    Persentase Perkara yang 

Diselesaikan Melalui Mediasi 

60% 5,35% 5,35% 

9.    Persentase Berkas Perkara yang 

Dimohonkan Banding, Kasasi, 

dan PK yang Diajukan Secara 

Lengkap dan Tepat Waktu 

100% 100% 100% 

10.    Persentase Putusan Perkara yang 

Menarik Perhatian Masyarakat 

yang Dapat Diakses Secara 

Online dalam Waktu 1 Hari 

Setelah Putus 

100% 0% 0% 

11.   Meningkatnya Akses 

Peradilan bagi 

Masyarakat Miskin dan 

Terpinggirkan 

Persentase Perkara Prodeo yang 

Diselesaikan 

100% 100% 100% 

12.    Persentase Perkara yang 

Diselesaikan di Luar Gedung 

Pengadilan 

100% 100% 100% 

13.    Persentase Pencari Keadilan 

Golongan Tertentu yang 

Mendapat Layanan Bantuan 

Hukum (Posbakum) 

0% 0 0 

14.    Persentase Perkara Permohonan 

(voluntair) Identitas Hukum 

100% 100% 100% 

15.   Meningkatnya 

Kepatuhan terhadap 

Putusan Pengadilan 

Persentase Putusan Perkara 

Perdata yang Ditindak lanjuti 

(Dieksekusi) 

100% 50% 50% 

16.   Terwujudnya Proses 

Peradilan yang Pasti, 

Transparan, dan 

Akuntabel 

Persentase Sisa Perkara Jinayat 

yang Diselesaikan 

100% 0% 0% 

17.    Persentase Perkara Jinayat yang 

Diselesaikan Tepat Waktu 

100% 100% 100% 
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Catatan: Penghitungan Capaian Kinerja =  

Tabel pengukuran capaian kinerja tersebut dapat menunjukkan bahwa secara 

umum Mahkamah Syar’iyah Meureudu telah berhasil melaksanakan tugas pokok 

dan fungsinya sesuai dengan target, bahkan beberapa hal melebihi dari target 

indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada sisi lain, terdapat satu bagian dari target 

indikator kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan yang belum tercapai 

realisasinya. 

 

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA 

Mahkamah Syar’iyah Meureudu pada akhir tahun 2020, telah melaksanakan 

seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Kegiatan pencapaian sasaran ini 

sebagai upaya untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi pengadilan yang 

berorientasi pada pelayanan peradilan yang prima, sebagai berikut: 

 

Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel 

  

Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel 

diukur berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja yang telah ditargetkan dengan realisasi 

kinerja tahun 2015 yang tercantum dalam tabel sebagai berikut:   

INDIKATOR  

KINERJA  

TARGET 

2020 

REALISASI 

2020 

CAPAIAN 

2020 (%) 

Persentase Sisa Perkara Perdata 

Agama yang diselesaikan 

100% 100% 100% 

Persentase Perkara Perdata Agama 

yang diselesaikan Tepat Waktu 

100% 99,22% 99,22% 
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Persentase Perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum Banding 

99% 98,96% 98,96% 

Persentase Perkara Yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 

100% 99,74% 99,74% 

Persentase perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum 

Peninjauan Kembali 

100% 100% 100% 

Index Kepuasan Pencari Keadilan 100% 95% 95% 

 

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan. 

Capaian indikator kinerja persentase sisa perkara perdata agama yang 

diselesaikan pada tahun 2020 adalah 100%. Capaian ini diperoleh karena prosentase 

realisasi indikator kinerja (100%) dari persentase indikator kinerja yang ditargetkan 

(100%). Pencapaian indikator kinerja secara kwantitas terhadap perkara yang 

diputus sama dengan jumlah  prosentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2020 

dan berbanding sama dengan capaian di tahun 2019, sebagaimana tabel dan grafik 

berikut : 

 

Indikator Kinerja 
Pencapaian 

Target 2019 

Pencapaian 

Target 2020 

Kenaikan / 

Penurunan 

prosentase sisa perkara 

yang diselesaikan 
100 % 100 % - 
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Berdasarkan data pada Laporan Tahunan dan Laporan Perkara, sisa perkara tahun 

2019 sebanyak 11 perkara dan telah diselesaikan/diputuskan pada tahun 2020. 

Penyelesaian sisa perkara tersebut menyebabkan target indikator kinerja dapat 

terpenuhi. Adapun tabel untuk data tersebut adalah : 

Uraian Jumlah Perkara 

Sisa Perkara Tahun 2019 11 Perkara 

Sisa Perkara yangdiselesaikan selama Tahun 2020 11 Perkara 

Persentase Penyelesaian sisa perkara yang diputus 100 % 

 

b. Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu. 

Capaian indikator kinerja persentase perkara masuk yang diselesaikan pada tahun 

2020 adalah 99,22%. Capaian ini diperoleh karena prosentase realisasi indikator 

kinerja (99,22%) sedangkan persentase target indikator kinerja (100%). Pencapaian 

indikator kinerja secara kwantitas terhadap perkara yang diputus lebih besar dari 

persentase perkara masuk yang diselesaikan tahun 2020 berbanding sama dengan 

capaian di tahun 2019, sebagaimana tabel dan grafik berikut : 
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Indikator Kinerja 
Pencapaian 

Target 2019 

Pencapaian 

Target 2020 

Kenaikan / 

Penurunan 

Persentase perkara 

perdata agama yang 

diselesaikan tepat 

waktu 

98,63% 99,22 % 0,59% 

 

Berdasarkan data pada Laporan Tahunan dan Laporan Perkara, jumlah perkara 

masuk tahun 2019 adalah 583 perkara, diselesaikan/diputus sebanyak 575 perkara 

dan sisa 11 perkara. Sedangkan jumlah perkara masuk tahun 2020 adalah 384 

perkara, diselesaikan/diputus sebanyak 385 perkara (termasuk sisa perkara tahun 

2019) dan sisa perkara tahun 2010 sebanyak 10 perkara. Perbandingan jumlah 

perkara masuk  tahun 2019 dan jumlah perkara masuk tahun 2020 dapat dilihat pada 

tabel untuk data tersebut adalah : 

Uraian 
Tahun 

2019 
Tahun 2020 

Jumlah perkara masuk 583 384 

Jumlah perkara putus 575 385 

Sisa Perkara 11 10 
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Untuk lebih rinci tentang jenis dan jumlah perkara masuk tahun 2018 dapat dilihat 

pada table berikut: 

No Jenis Perkara Perkara Diterima Perkara Diputus 

1 Dicabut - 48 

2 Izin Poligami - - 

3 Pembatalan Perkawinan - - 

4 Cerai Talak 42 32 

5 Cerai Gugat 155 134 

6 Harta Bersama 5 5 

7 Penguasaan Anak 1 1 

8 Nafkah oleh Ibu - - 

9 Perwalian 3 3 

10 Penunjukan orang lain sebagai wali 2 - 

11 Penetapan ahli waris 13 9 

12 Gugatan Istbat nikah 14 11 

13 Pengangkatan anak 1 1 

14 Permohonan Istbat nikah 118  296 

15 Dispensasi kawin 26 4 

16 Wali Adhol - - 

17 Kewarisan 5 4 

18 Hibah - - 

19 Lain-lain 1 1 

20 Gugur - 14 

21 Ditolak - 3 

22 Dicoret dari register - - 

23 Tidak diterima - 6 

24 Sisa tahun lalu 11 11 

JUMLAH 395 385 

 

Keberhasilan pencapaian ini karena adanya komitmen bersama aparatur Mahkamah 

Syar’iyah Meureudu untuk memprioritaskan penyelesaian sisa perkara tahun 

sebelumnya dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari 

keadilan. Hal ini juga didukung secara umum oleh Program Dukungan Manajemen 

dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung; dan Program Peningkatan 

Manajemen Peradilan Agama.   
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c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding. 

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum Banding tahun 2020 terealisasi sebesar 98,96%, hal ini hampir 

memenuhi target sebesar 100%. Sebagaimana tabel berikut ini: 

Uraian 
Jml 

Perkara 

Perkara putus 2020 387 

Perkara Yang tidak mengajukan upaya hukum banding 2020 383 

Perkara yang mengajukan banding 2020 4 

 

Dalam laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020 tersebut diatas dijelaskan bahwa jumlah 

perkara yang putus 2020 sebanyak 387, untuk perkara yang tidak mengajukan upaya 

hukum banding 2020 sebanyak 383 perkara, sedangkan perkara yang mengajukan 

upaya banding ditahun 2020 sebanyak 4 perkara. 

Indikator Kinerja 
Pencapaian 

Target 2019 

Pencapaian 

Target 2020 

Kenaikan / 

Penurunan 

prosentase tingkat pertama 

yang tidak melakukan upaya 

hukum banding 

99,13% 98,96% % 
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d. Persentase perkara  yang tidak melakukan upaya hukum Kasasi. 

Capaian indikator kinerja prosentase perkara tidak melakukan upaya hukum kasasi 

pada tahun 2020 adalah 99.74%. Capaian ini diperoleh karena Persentase realisasi 

indikator kinerja (99,74%) kurang dari Persentase target indikator kinerja (100%). 

Pencapaian indikator kinerja prosentase perkara tidak melakukan upaya hukum 

kasasi tahun 2020 berbanding sama dengan tahun 2019, sebagaimana tabel dan 

grafik berikut : 

Indikator Kinerja 
Pencapaian 

Target 2019 

Pencapaian 

Target 2020 

Kenaikan / 

Penurunan 

prosentase tingkat pertama 

yang tidak melakukan upaya 

hukum kasasi 

99,73% 99,73% % 

 

Berdasarkan data pada Laporan Perkara, jumlah perkara putus tahun 2020 sebanyak 

387 perkara, perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 386 

perkara dan perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 1 perkara. 

Penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tersebut 

menyebabkan target indikator kinerja hampir dapat terpenuhi. Adapun tabel untuk 

data tersebut adalah : 
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Uraian 
Jml 

Perkara 

Perkara putus 2020 387 

Perkara Yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 2020 386 

Perkara yang mengajukan kasasi 2020 1 

 

e. Persentase perkara  yang tidak melakukan upaya hukum peninjauan kembali. 

Capaian indikator kinerja prosentase perkara tidak melakukan upaya hukum 

peninjauan kembali pada tahun 2020 adalah 100%. Capaian ini diperoleh karena 

Persentase realisasi indikator kinerja (100%) sesuai dengan Persentase target 

indikator kinerja (100%). Pencapaian indikator kinerja prosentase perkara tidak 

melakukan upaya hukum peninjauan kembali tahun 2020 berbanding sama dengan 

capaian di tahun 2019, sebagaimana tabel dan grafik berikut : 

Indikator Kinerja 
Pencapaian 

Target 2019 

Pencapaian 

Target 2020 

Kenaikan / 

Penurunan 

prosentase tingkat pertama 

yang tidak melakukan upaya 

hukum peninjauan kembali 

100% 100% 0% 
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Sasaran 2 : Peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian  Perkara 

Berdasarkan data pada Laporan Perkara, jumlah perkara putus tahun 2020 sebanyak 

387 perkara, perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali 

sebanyak 387 Penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 

tersebut menyebabkan target indikator kinerja dapat terpenuhi, Adapun tabel untuk 

data tersebut adalah : 

Uraian 
Jml 

Perkara 

Perkara putus 2020 387 

Perkara Yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan 

kembali 2020 
387 

Perkara yang mengajukan kasasi 2020 0 

 

f. Index Respondensi Pencari Keadilan. 

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Index Respondensi Kepuasan Para 

Pencari Keadilan tahun 2020  belum memenuhi target. Pada tahun 2020 Persentase 

Index Respondensi Kepuasan Para Pencari Keadilan hanya mencapai 95%. Hal ini 

mengalami penurunan sebesar 4,13% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu 

99,13%, perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Indikator Kinerja 
Pencapaian 

Target 2019 

Pencapaian 

Target 2020 

Kenaikan 

/ 

Penuruna

n 

Indek Respodensi Pencari 

Keadilan yang puas 

terhadap layanan peradilan 

99.13 % 95% 4,13% 
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Sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara berdasarkan 4 

(empat) indikator kinerja yang telah ditargetkan dengan realisasi kinerja tahun 2020 

yang tercantum dalam tabel sebagai berikut:  

 

 

     

INDIKATOR KINERJA  
TARGET 

2020 

REALISASI 

2020 

CAPAIAN 

2020 (%) 

Persentase Salinan putusan perkara 

perdata yang dikirim kepada para 

pihak tepat waktu 

100% 100% 100% 

Persentase perkara yang 

diselesaikan melalui mediasi 

60% 5,35% 5,35% 

Persentase berkas perkara yang 

dimohonkan banding, kasasi dan PK 

yang diajukan secara lengkap dan 

tepat waktu 

100% 100% 100% 

Persentase putusan perkara yang 

menarik perhatian yang dapat 

diakses secara online dalam waktu 1 

hari setelah putus 

 

100% 

 

0% 

 

0% 

 

g. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim  kepada para pihak 

tepat waktu. 

Capaian indikator kinerja persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim  

kepada para pihak tepat waktu  pada tahun 2020 adalah 100 %. Capaian ini diperoleh 
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karena Persentase realisasi indikator kinerja (100 %). Pencapaian indikator kinerja 

persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu tahun 2020 berbanding 

sama dengan tahun 2019 yaitu 100%, sebagaimana tabel dan grafik berikut : 

Indikator Kinerja 
Pencapaian 

Target 2019 

Pencapaian 

Target 2020 

Kenaikan / 

Penurunan 

Persentase isi putusan yang 

diperima oleh pihak tepat 

waktu 

100 % 100  % - 

 

 

Berdasarkan data tersebut, target kinerja pada persentase isi putusan yang diterima 

oleh pihak tepat waktu  pada tahun 2020 telah sama dengan pencapaian pada tahun 

2019. Tahun 2020  perkara yang diputus sebanyak 387 perkara dan putusan perkara 

yang diterima para pihak sebanyak 387 putusan. Adapun perbandingan pencapaian 

target dapat dilihat pada tabel berikut: 

Uraian Tahun 2019 Tahun 2020 

Jumlah Perkara Putus 575 387 
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Jumlah Putusan diterima para pihak 575 387 

 

Keberhasilan pencapaian ini karena tingginya nilai akseptabilitas putusan oleh 

masyarakat pencari keadilan, dengan kata lain para pencari keadilan merasa cukup 

puas atas putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar’iyah 

Meureudu sehingga tidak mengajukan upaya hukum. Hal ini juga didukung secara 

umum oleh Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Mahkamah Agung; dan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. 

h. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi. 

Tingkat capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui 

mediasi pada tahun 2020  tidak memenuhi target sebesar 60%, yaitu 5,35 %, karena 

dari 56 perkara yang dilakukan mediasi hanya 3 perkara yang berhasil dilakukan 

mediasi, hal ini disebabkan oleh keinginan masyarakat untuk menyelesaikan 

permasalahan melalui mediasi masih sangat rendah. Perbandingan capaian 

sebagaimana tabel dan grafik berikut : 

Indikator Kinerja 
Pencapaian 

Target 2019 

Pencapaian 

Target 2020 

Kenaikan / 

Penurunan 

Persentase perkara yang 

diselesaikan melalui 

mediasi 

0 5,35% 5,35% 
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Berdasarkan data pada Laporan Perkara, jumlah perkara dilakukan mediasi tahun 

2020 sebanyak  57 perkara dan berhasil 3 perkara. Sedangkan untuk tahun 2019 

jumlah perkara yang melukan mediasi sebanyak 61 perkara dan tidak ada perkara 

yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Adapun perbandingan pencapaian target 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Uraian Tahun 2019 Tahun 2020 

Perkara yang melakukan upaya mediasi 61 56 

Perkara yang berhasil mediasi 0 3 

 

Kurangnya realisasi pencapaian target disebabkan salah satunya karena tidak adanya 

kesepakatan Antara para pihak untuk menyelesaikan perkara melalui proses mediasi. 

 

i. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang 

diajukan secara lengkap dan tepat waktu. 
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Capaian indikator kinerja Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, 

kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu pada tahun 2020 

adalah 100 %. Capaian ini diperoleh karena Persentase realisasi indikator kinerja 

(100 %). Pencapaian indikator kinerja Persentase berkas perkara yang dimohonkan 

banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu tahun 2020 

berbanding sama dengan tahun 2019 yaitu 100%, sebagaimana tabel dan grafik 

berikut : 

Indikator Kinerja 
Pencapaian 

Target 2019 

Pencapaian 

Target 2020 

Kenaikan / 

Penurunan 

Persentase isi putusan yang 

diperima oleh pihak tepat 

waktu 

100 % 100  % - 

 

 

Berdasarkan data tersebut, target kinerja pada Persentase berkas perkara yang 

dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu  

pada tahun 2020 telah sama dengan pencapaian pada tahun 2019, rincian 

perbandingan pencapaian target dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan 

Terpinggirkan 

Uraian Tahun 2019 Tahun 2020 

Jumlah perkara yang dimohonkan 

banding, kasasi, Pk yang diajukan secara 

lengkap dan tepat waktu 

4 5 

Jumlah berkas perkara yang dimohonkan 

banding, kasasi, dan PK 
4 5 

 

j. Persentase Putusan yang menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses 

secara online dalam waktu 1 hari. 

Tingkat capaian indikator kinerja Putusan yang menarik Perhatian Masyarakat  

yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari pada tahun 2020 tidak 

memenuhi target sebesar 100%. Hal ini disebabkan tidak adanya perkara yang 

menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari., 

sehingga pencapaian target adalah 0%.  

 

 

Sasaran Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 

berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditargetkan dengan realisasi 

kinerja tahun 2020 yang tercantum dalam tabel sebagai berikut:      

INDIKATOR KINERJA  
TARGET 

2020 

REALISASI 

2020 

CAPAIAN 

2020 (%) 

Persentase perkara prodeo yang 

diselesaikan 

100% 100% 100% 

Persentase perkara yang 100% 100% 100% 
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diselesaikan diluar gedung 

pengadilan 

Persentase pencari keadilan 

golongan tertentu yang mendapat 

layanan bantuan hukum 

(Posbakum) 

 

0% 

 

0 

 

0 

Persentase Perkara Permohonan 

(voluntair) Identitas Hukum 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

k. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan. 

Capaian indikator kinerja Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan pada tahun 

2020 adalah 100 %. Capaian ini diperoleh memenuhi Persentase target indikator 

kinerja (100%). Pencapaian indikator dilakukan untuk merealisasi anggaran DIPA 

04 tahun Anggaran 2020, sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik berikut : 

Uraian Tahun 2019 Tahun 2020 Ket 

Jumlah Perkara Prodeo 14 15 100% 

Jumlah perkara Putus 14 15 100% 

Anggaran 3.500.000 4.900.000 100% 
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Berdasarkan data-data tersebut di atas, maka pencapaian target kinerja pada 

Pembebasan biaya perkara tahun 2020 berbanding sama dengan tahun 2019. Hal ini 

juga didukung secara umum oleh Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 

Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dan Program Peningkatan Manajemen 

Peradilan Agama. 

l. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan. 

Capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung 

pengadilan pada tahun 2020 adalah 100 %. Capaian ini diperoleh sesuai persentase 

target indikator kinerja (100%). Pencapaian indikator dilakukan untuk juga 

merealisasi anggaran DIPA 04 tahun Anggaran 2020, sebagaimana terlihat pada 

tabel dan grafik berikut : 

Uraian Tahun 2019 Tahun 2020 Ket 

Jumlah Perkara diluar 

gedung pengadilan 
40 43 100% 

Jumlah perkara Putus 40 43 100% 

Anggaran 30.000.000 20.000.000 100% 
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Berdasarkan data-data tersebut di atas, maka pencapaian target kinerja pada 

persentase perkara diluar gedung pengadilan tahun 2020 berbanding sama dengan 

tahun 2020. Persentase pencapaian Hal ini juga didukung secara umum oleh Program 

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung; 

dan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. 

 

m. Persentase  pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan 

bantuan hukum (Posbakum). 

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan 

hukum (Posbakum) pada tahun 2020   tidak mempunyai target indikator kinerja atau 

(0%). Pencapaian target kinerja pada indikator pencari keadilan golongan tertentu 

yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) tidak dapat terealisasi 

disebabkan oleh tidak tersedianya Pagu Anggaran DIPA 04 tahun 2020 untuk 

pelayanan Posbakum. 

n. Persentase  perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum 
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Sasaran 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 

Capaian indikator kinerja Persentase Perkara permohonan (voluntair) identitas 

hukum pada tahun 2020 adalah 100 %. Capaian ini diperoleh melebihi sesuai 

persentase target indikator kinerja (100%). Jumlah perkara permohonan (voluntair) 

identitas hukum yang diselesaikan sejumlah 161 perkara dan jumlah perkara 

permohonan (voluntair) identitas hukum yang diajukan sebanyak 161 perkara. 

sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik berikut : 

 

 

Sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan terhadap 1 (satu) 

indikator kinerja yang telah ditargetkan dengan realisasi kinerja tahun 2020 

 yang tercantum dalam tabel sebagai berikut:      

INDIKATOR KINERJA  
TARGET 

2020 

REALISASI 

2020 

CAPAIAN 

2020 (%) 

Persentase putusan perkara 

perdata yang ditindaklanjuti 

(dieksekusi) putusan pengadilan 

100% 50% 50% 

 

o. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) putusan 

pengadilan. 

Capaian indikator kinerja Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti 

(dieksekusi) putusan pengadilan  pada tahun 2020 belum memenuhi persentase 

target indikator kinerja (100%). Pencapaian target kinerja pada indikator Persentase 

putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun 2020 sebesar 
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Sasaran 5 : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan 

Akuntabel 

(50%). Pencapaian indikator kinerja Persentase putusan perkara perdata yang 

ditindaklanjuti (dieksekusi) sebesar (50%) tahun 2019 berbanding lebih rendah 

dengan capaian di tahun 2019 (96.63%), sebagaimana tabel berikut : 

Uraian  Tahun 2019 Tahun 2020 

Persentase putusan perkara perdata 

yang ditindaklanjuti (dieksekusi). 

96.63% 50% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

INDIKATOR KINERJA  
TARGET 

2020 

REALISASI 

2020 

CAPAIAN 

2020 (%) 

Persentase sisa perkara jinayat 

yang diselesaikan 

100% 0% 0% 

Persentase perkara jinayat yang 

diselesaikan tepat waktu 

100% 100% 100% 

 

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai 

berikut: 

p. Persentase Sisa Perkara Jinayat yang diselesaikan. 

Capaian indikator kinerja persentase sisa perkara jinayat yg diselesaikan pada 
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tahun 2020 adalah 0%. Capaian ini diperoleh karena pada tahun 2019 tidak ada sisa 

perkara jinayat yang harus diselesaikan/diputuskan pada tahun 2020 sehingga 

prosentase realisasi indikator kinerja nya sebesar  (0%) dari persentase indikator 

kinerja yang ditargetkan (100%). Pencapaian indikator kinerja secara kwantitas 

terhadap perkara yang diputus sama dengan jumlah  prosentase sisa perkara yang 

diselesaikan tahun 2020 berbanding sama dengan capaian di tahun 2019, 

sebagaimana tabel dan grafik berikut : 

Indikator Kinerja 
Pencapaian 

Target 2019 

Pencapaian 

Target 2020 

Kenaikan / 

Penurunan 

prosentase sisa perkara 

yang diselesaikan 
100 % 100 % - 

 

Berdasarkan data pada Laporan Tahunan dan Laporan Perkara, tidak sisa perkara 

jinayat ditahun 2019 yang harus diselesaikan/diputuskan pada tahun 2020. 

Penyelesaian sisa perkara tersebut menyebabkan target indikator kinerja tidak  dapat 

terpenuhi sesuai dengan yang ditargetkan yaitu sebesar 100%. Adapun tabel untuk 

data tersebut adalah : 

Uraian Jumlah Perkara 

Sisa Perkara Jinayat Tahun 2019 0 Perkara 

Sisa Perkara Jianayat yang diselesaikan selama Tahun 

2020 
0 Perkara 

Persentase Penyelesaian sisa perkara yang diputus 0 % 

 

q. Persentase Perkara Jinayat yang diselesaikan Tepat Waktu. 

Capaian indikator kinerja persentase perkara jinayat diselesaikan pada tahun 2020 

adalah 100%. Capaian ini diperoleh karena prosentase realisasi indikator kinerja 
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(100%) dari persentase yang ditarget indikator kinerja sebesar (100%). Pencapaian 

indikator kinerja secara kwantitas terhadap perkara yang diputus dari persentase 

perkara jinayat yang diselesaikan tepat waktu tahun 2020 berbanding sama dengan 

capaian di tahun 2019. Pencapaian indikator dilakukan untuk juga merealisasi 

anggaran DIPA 04 tahun Anggaran 2020, sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik 

berikut : 

Uraian Tahun 2019 Tahun 2020 Ket 

Perkara jinayat yang diselesaikan 

tepat waktu 
3 2 100% 

Jumlah perkara Putus 3 2 100% 

Anggaran 3.150.000 3.150.000 100% 

 

Berdasarkan data pada Laporan Tahunan dan Laporan Perkara, jumlah perkara 

jinayat yang masuk tahun 2019 adalah 3 perkara, diselesaikan/diputus sebanyak 3 

perkara dan sisa 0 perkara. Sedangkan jumlah perkara jinayat masuk tahun 2020 

adalah 2 perkara, diselesaikan/diputus sebanyak 2 perkara dan sisa perkara tahun 

2020 sebanyak 0 perkara.  
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C. REALISASI ANGGARAN 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Mahkamah 

Syar’iyah Meureudu, pada tahun 2020 mendapatkan total alokasi anggaran sebesar 

Rp. 3.002.836.000,- (Tiga miliar dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu 

rupiah). Anggaran tersebut mengalami kenaikan dari pagu tahun anggaran 2019, 

kenaikan ini disebabkan karena pada tahun 2020 Mahkamah Syar’iyah Meureudu 

mendapat tambahan anggaran tambahan pada program Dukungan Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA khusus belanja pegawai, dikarenakan ada 

penambahan hakim dan pegawai. sedangkan pada Program Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur MA untuk tahun 2020 Mahkamah Syar’iyah Meureudu hanya 

sedikit mengalami perubahan dari tahun sebelumnya (2019). Hal tersebut dapat 

dilihat pada  tabel berikut : 

No. Uraian Program Pagu Tahun 2019 Pagu Tahun 2020 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

Program Dukungan  

Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya MARI 

 

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Aparatur MA 

 

Program Peningkatan 

Manajemen Peradilan 

Agama  

 

Rp. 2.622.847.000,- 

 

 

 

 

Rp.     25.500.000,- 

 

 

 

Rp.     28.050.000,- 

 

 

Rp. 2.977.836.000,- 

 

 

 

 

Rp.     25.000.000,- 

 

 

 

Rp.     28.050.000,- 

 

JUMLAH Rp. 2.676.397.000,- Rp. 3.030.886.000,- 

 

Dengan gambaran pagu Mahkamah Syar’iyah Meureudu diatas maka realisasi 

anggaran tahun 2019 dan 2020 dapat diuraikan sebagai berikut : 
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1. Program Dukungan  Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Mahkamah Agung 

Anggaran Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 

Mahkamah Agung untuk Tahun 2020 sebesar Rp. 2.977.836.000,- dan dapat 

direalisasikan sebesar Rp. 2.915.509.707-, sehingga tingkat capaiannya 97,90%. 

Kegiatan pada program ini kegiatannya terdiri dari belanja pegawai dan belanja 

barang. Tidak tercapainya realisasi 100% disebabkan tidak terserapnya 

keseluruan anggaran pada belanja barang dan belanja pegawai. 

Perbandingan dengan tahun 2019, Anggaran Program dukungan manajemen dan 

pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung untuk Tahun 2019 sebesar 

Rp. 2.648.347.000 dapat terealisasi sebesar Rp. 2.623.753.402-, atau tingkat 

capaiannya 99,07%. Sehingga capaian realisasi anggaran untuk program ini 

mengalami penurunan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 . Hal 

ini dapat dilihat pada table berikut : 

PROGRAM 
2019 2020  

Pagu DIPA Realisasi %  Pagu DIPA Pagu Revisi Realisasi % 

Program 

Pembinaan 

Administrasi dan 

Pengelolaan 

keuangan BUA 

MARI 

 

2.648.347.000 

 

 

 

2.623.753.402 

 

 

 

99.07 

 

 

 

3.204.128.000 

 

 

 

2.977.836.000 

 

 

 

2.915.509.707 

 

 

 

97.90 

Kenaikan / Penurunan  1.17 

 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana pada tahun 2020 tidak mengalami 

perubahan yang signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2020 

Mahkamah Syar’iyah Meureudu mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 
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25.000.000,- yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 25.000.000, sehingga 

tingkat pencapaiannya 100 %. Kegiatan pada program ini berupa belanja modal 

Peralatan dan Mesin. Hal ini dapat dilihat pada table berikut: 

PROGRAM 
2019 2020  

Pagu DIPA Realisasi %  Pagu DIPA Pagu Revisi Realisasi % 

Program 

Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana  

 

 

25.500.000 

 

 

25.500.000 

 

 

100% 

 

 

25.000.000 

 

 

25.000.000 

 

 

25.000.000 

 

 

100% 

Kenaikan / Penurunan  0 % 

 

 

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 

Anggaran untuk Program peningkatan manajemen peradilan agama pada 

tahun 2020 sebesar Rp. 28.050.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.24.900.000,-, 

sehingga capaian realisasi sebesar 88.77%. Pada program ini, kegiatan yang 

dilakukan berupa penanganan perkara prodeo dan pelaksanaan sidang di luar 

gedung Pengadilan. 

Tahun 2019, Program peningkatan manajemen peradilan agama juga 

mendapatkan anggaran yang sama sebesar Rp. 28.050.000,- dan dapat terealisasi 

sebesar Rp. 24.900.000,- atau mencapai realisasi 88.77%. Hal ini dapat dilihat pada 

table berikut : 

PROGRAM 
2019 2020  

Pagu DIPA Realisasi %  Pagu DIPA Pagu Revisi Realisasi % 

Program 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Agama 

 

 

28.050.000. 

 

 

24.900.000 

 

 

88.77 28.050.000. 

 

 

28.050.000. 

 

 

24.900.000 

 

 

88,77% 

 

Kenaikan / Penurunan 

 

 

 

88.77% 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Mahkamah Syar’iyah Meureudu merupakan instansi pemerintah pelaksana 

tugas yustisial dan administratif di Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan tugas Mahkamah Syar’iyah 

Meureudu berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan 

oleh Mahkamah Agung RI. 

2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Syar’iyah Meureudu 

tahun 2020 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian 

strategis yang ditunjukan oleh Mahkamah Syar’iyah Meureudu tahun 

anggaran 2020.  Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian 

Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan 

sasaran. 

3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi 

target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian 

berbagai pencapaian target indikator kinerja Mahkamah Syar’iyah Meuereudu 

memberikan gambaran bahwa keberhasilan tersebut secara keseluruhan sangat 

ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen 

aparatur Mahkamah Syar’iyah Meureudu dan masyarakat pencari keadilan serta 

kelengkapan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas harian. 
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B. SARAN 

1. Diperlukan peningkatan komitmen dan dukungan semua pihak khususnya 

aparatur pegawai Mahkamah Syar’iyah Meureudu sebagai pelaksana dan 

Mahkamah Syar’iyah Aceh sebagai pengawas daerah untuk memperteguh 

pelaksanaan tugas yustisial dan administratif di Mahkamah Syar’iyah Meureudu 

untuk memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada para pencari 

keadilan. 

2. Dalam penyusunan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator 

kinerja yang telah ditetapkan perlu dilakukan secara lebih cermat dengan 

mempertimbangkan tujuan Mahkamah Syar’iyah Meureudu secara tepat dan 

memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin. 

3. Agar implementasi SAKIP pada tahun yang akan datang benar-benar efektif, 

perlu direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan 

sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk 

melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output dan outcome kegiatan yang 

bersangkutan, sehingga hasil yang dicapai benar-benar terukur, bermanfaat dan 

akuntabel sesuai dengan target yang telah ditetapkan.  

4. Menjadikan SAKIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata 

dan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.  

 
 


